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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 

1. Dalam keefektifan suatu kebijakan tidak akan terlepas bagaimana dari proses 

implmentasinya dari suatu organisasi sehingga dapat tercapainya suatu 

kebijakan yang dikatakan berhasil dalam penerapannya, pada implementasinya 

kesadaran masyarakat tentang larangan merokok di dalam kawasan Rumah 

Sakit mulai muncul, hal ini dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran yang 

terjadi di lapanagan. 

2. Keefektifan kebijakan pada suatu instansi atau organisasi harus memiliki 

perancanaan yang matang, mulai dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana dan 

prasarana, tata laksana yang jelas, sosialisasi, pengawasan, evaluasi, peran 

semua pemangku kepentingan dan dukungan dari semua lapisan organisasi atau 

masyarakat yang terlibat. 

3. Implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok Di Kota Batam, khususnya di tempat fasilitas pelayanan kesehatan salah 

satunya Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam berjalan efektif, walaupun 

masih ada pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti adanya aktivitas 

merokok, yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga pasien dari pulau- 

pulau yang belum mengetahui peraturan tersebut. 

 

 

 
5.2. Saran 

 

1. Dalam proses pelaksanaan mekanisme sanksi harus jelas sehingga jika terjadi 
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pelanggaran dapat diambil tindakan, dalam hal ini Rumah Sakit Badan 

Pengusahaan Batam belum menerapkan sanksi yang ada pada peraturan daerah 
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tersebut, seharusnya diimplementasikan sanksi bagi pelaku pelanggaran peraturan 

daerah tersebut agar memilki efek jera bagi pelanggar yang lainnya 

2. Jika semua proses telah diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan 

daerah tersebut di buat, maka pada proses perjalanannya dapat mencapai 

keefektivan kebijakan tersebut, sebaliknya jika kebijakan tersebut masih 

dijalankan tidak sesuai maksud dan tujuan awal, maka sanagat sulit untuk 

mencapai sebuah kefektifan. 

3. Untuk penelitian yang selanjutnya agar melakukan penelitian mengenai 

evaluasi peraturan daerah tersebut agar mengetahui implementasi Perda secara 

keseluruhan. 


